
 
 
 
 

BUPATI BALANGAN 
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI BALANGAN  

NOMOR 98 TAHUN 2022 
  

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BALANGAN, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, 

disiplin dan  kinerja Aparatur Sipil Negara dalam 
mencapai target kinerja yang telah ditetapkan perlu 
dilakukan penyesuaian dalam pemberian 
Tambahan Penghasilan; 

 

 b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kemampuan 
keuangan daerah terhadap pelaksanaan pemberian 
Tambahan Penghasilan pegawai Aparatur Sipil 
Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Balangan, perlu mengubah beberapa ketentuan 
dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur 
Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati  Nomor 13 Tahun 
2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara; 

 

 c. bahwa berdasarkan surat dari Sekretaris Jenderal 
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia  
Nomor 900.1.3.2/8572/SJ perihal Hasil Validasi 
Atas Distribusi Perubahan Tambahan Penghasilan 
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 
2022; 

 
 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati  tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati  Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan 
Pegawai Aparatur Sipil Negara; 

 
 

SALINAN 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan 
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan 
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 
22,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265); 

 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 
 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 
 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5258); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia 
Nomor 6322); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6718); 
 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 
tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan 
Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri; 
 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1273); 
 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis 
Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 26); 
 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Balangan Tahun 2021 Nomor 2); 

 

16. Peraturan Bupati Balangan Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur 
Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Balangan 
Tahun 2022 Nomor 13); 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN BUPATI  NOMOR 13 TAHUN 2022 
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 
APARATUR SIPIL NEGARA. 

 

Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 13 Tahun 
2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara 
(Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 13) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati  Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita 
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 69) diubah sebagai 
berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)  diubah dan ayat (4) 
ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Bagian Kesatu 

Umum 
 

Pasal 7 
 

(1) Pemberian TPP diukur berdasarkan: 
a. Beban Kerja; dan 
b. Produktivitas Kerja. 

 

(2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur 
melalui tingkat kehadiran (presensi). 

 

(3) Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
tergambar dalam bentuk prestasi kerja melalui aplikasi e-Kinerja . 

 
 

(4) dihapus. 

 

(5) dihapus. 
 

2. Ketentuan BAB III  Bagian Kedua Paragraf 1 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 
 

Bagian Kedua 
Beban Kerja 

 

3. Ketentuan BAB III Bagian Kedua Paragraf 2 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 
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Bagian Ketiga 
Produktivitas Kerja 

 
 

4. Pasal 18 dihapus. 
 

5. Pasal 19 dihapus. 
 

6. Pasal 20 dihapus. 
 
7. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah,  ayat (3)  dihapus, 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 21 
 

(1) Perhitungan TPP berdasarkan variable: 
a. nama jabatan; dan 
b. kelas jabatan. 

 

(2) Besarnya perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

(3) dihapus. 
 
8. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

BAB XA 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
9. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 

44A sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 44A 
 

Pemberian TPP berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 adalah untuk pemberian TPP bulan januari sampai 
bulan desember. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
  

KABAG. HUKUM SETDA 
KABUPATEN BALANGAN 

 

 
 

 
MUHAMMAD ROJI, SH 

NIP. 19830710 201001 1 020 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Balangan. 
 
 

Ditetapkan di Paringin 
pada tanggal 1 Desember 2022 

   
 BUPATI BALANGAN, 

                                               
       ttd 
 
 

H. ABDUL HADI 
 

Diundangkan di Paringin 
pada tanggal 1 Desember 2022 
 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BALANGAN,  
 
 
         ttd 
 
 
H. SUTIKNO 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 98 


